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ABSTRAK 

Andi Ayu Ambarwati, No pokok E 111 15 003, dengan judul 
“Keterwakilan Perempuan di Legislatif di Kabupaten Bulukumba”. Di 
bawah pembimbingan Drs. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai 
pembimbing I dan Ummi Suci Fathiyah B, S.IP, M.SI sebagai 
pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterwakilan perempuan di 
Lembaga legislatif daerah Kabupaten Bulukumba periode 2019-2024. Apa 
yang kemudian menjadi kendala keterwakilan perempuan serta dampak 
yang muncul dari keterwakilan perempuan di lembga legislatif perempuan 
di Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kabupaten Bulukumba. Dasar 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Dalam 
melakukan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam 
kepada informan yang ada di Kabupaten Bulukumba. 

Hasil dari penelitian ini Keterwakilan perempuan di Lembaga 
legislatif daerah Kabupaten Bulukumba masih pada bentuk keterwakilan 
ide. Hal ini ditunjukkan pada tidak adanya sebuah produk kebijakan yang 
menghususkan permasalahan perempuan.  

Ketidakmampuan perempuan mewujudkan ide dan gagasan dalam 
bentuk produk kebijakan disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi 
rekrutmen partai politik yakni pendidikan politik kepada calon anggota 
legislatif perempuan.  
Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Lembaga Legislatif DPRD, 

Kabupaten Bulukumba 
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ABSTRACT 

Andi Ayu Ambarwati, Principal No. E 111 15 003, with the title 

"Women's Representation in the Legislature in Bulukumba Regency". 

Under the guidance of Drs. Gustiana A. Kambo, M.Si as supervisor I 

and Ummi Suci Fathiyah B, S.IP, M.SI as supervisor II. 

This study aims to look at the representation of women in the 
Bulukumba Regency regional legislature for the 2019-2024 period. What 
then becomes an obstacle to women's representation and the impact that 
arises from women's representation in women's legislatures in Bulukumba 
Regency. 

This research was conducted in Bulukumba Regency. The basic 
research approach used in this study is a qualitative method. By using the 
descriptive type of analysis, the research is directed to describe the facts 
with the right arguments. In conducting data collection, in-depth interviews 
were carried out with informants in Bulukumba Regency. 

The result of this research is that the representation of women in the 
regional legislature of Bulukumba Regency is still in the form of 
representation of ideas. This is shown in the absence of a policy product 
that specifically addresses women's problems. 

The inability of women to realize ideas and ideas in the form of policy 
products is caused by the ineffectiveness of the recruitment function of 
political parties, namely political education for female legislative candidates. 
Keywords: Women's Representation, Legislative Council Legislative 

Council, Bulukumba Regency 
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BAB I 

PENDAHULAUN 

1.1 Latar Belakang 

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik 

bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang 

dilaksanakan melalului kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-

tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan 

orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan1.  

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus melibatkan 

seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan 

kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam sebuah lembaga 

legislatif.  

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah 

kebijakan ini berangkat dari sejarah  perempuan yang tertinggal dan 

dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua, sehingga 

berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga 

negara. 

Hal tersebut bahkan memicu munculnya sejumlah regulasi 

untuk mendorong perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. 

Diantaranya adalah kebijakan afirmatif yang mengaharuskan 

                                                
1 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta:Gramedia 2008) hal 368 
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keterlibatan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 

dan kepengurusan partai politik. 

Aturan di atas tertuang dalam sejumlah Undang-undang, 

diantaranya adalah Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang partai 

politik dimana merupakan penyempurnaan dari Undang-undang 

No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan  paling 

sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 

politik dan pencalonan.   

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB 

(Persatuan Bangsa-Bangsa) yang menyatakan bahwa jumlah 

minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan 

membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam 

lembaga publik.  

Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan 

kuota 30 persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat 

administratif pemilu, belum sampai pada mendudukkan perempuan 

di parlemen dengan jumlah minimal 30 persen.2  

Hal ini tidak hanya terjadi di level nasional tapi juga daerah, 

salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan 

Legislatif 2019. Dari 204 jumlah calon perempuan yang mengikuti 

                                                
2 Ani Soetjipto, Politik Harapan. (Tangerang: Marjin Kiri 2011) hal 73 
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kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019, hanya 8 

yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Sehingga, dari total 

40 anggota legislatif Bulukumba, jumlah perempuan hanya berkisar 

3,2 persen saja.  

Sedangkan jumlah pemilih perempuan di Kabupaten 

Bulukumba lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni mencapai 158.918 

pemilih pada pemilu 2019. Ditambah lagi, adanya sejumlah 

persoalan yang mengorbankan hak-hak perempuan yang nampak 

segera membutuhkan regulasi atau kebijakan khusus agar dapat 

terselesaikan dengan hadirnya anggota legislatif perempuan. 

Adapun persoalan tersebut diantaranya adalah berdasarkan 

laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba menjadi daerah 

tertinggi kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yakni 

mencapai 107 kasus pada tahun 2019. Selain itu, angka pernikahan 

perempuan di bawah umur mencapai 102 kasus pada tahun 2019 

kemudian meningkat di tahun 2020 yakni mencapai 206 kasus. Hal 

ini didominasi oleh faktor hamil di luar nikah. Seperti yang diketahui 

ini cenderung berdampak pada tingginya angka putus sekolah di 

Kabupaten Bulukumba. 3 

                                                
3 Laporan Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 dan 2020 
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Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mendalami 

permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Keterwakilan Perempuan dalam 

Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang  di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Mengapa keterwakilan perempuan dalam Lembaga 

Legislatif di Kabupaten Bulukumba rendah? 

2. Apa dampak keterwakilan perempuan dalam Lembaga 

legislatif di Kabupaten Bulukumba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan 

rendahnya keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif 

Kabupaten Bulukumba beserta dampak dari keterwakilan tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya 

penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat akademis dan manfaat 

praktis.Kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis. Dari penelitian yang telah 

dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat 

selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai 

Keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Bulukumba. 

2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk 

pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat 

lain. 

2. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu pra 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebagai tolak ukur dalam menyusun penelitian ini, penulis 

merujuk beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya: 
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Penelitian dengan judul  judul tesis Perempuan Dan Politik 

(Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam 

Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumenep Periode 2014-2019) oleh Hairul Anwar. Dalam penelitian ini, 

mengangkat permasalahan tentang bagaimana Keterwakilan Politik 

Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019, 

serta bagaimana Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di 

LembagaLegislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat DaerahKabupaten Sumenep Periode 2014-2019. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik 

perempuan dalam lembaga legislatif secara kuantitas masih sangat 

rendah. Hal itu karena hanya terdapat 3 (tiga) atau 6 (enam) persen 

oranganggota legislatif perempuan di DPRD Sumenep. Kendala yang 

menyebabkan sulitnya terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan 

politikperempuan di lembaga legislatif Sumenep dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Pertama karena budaya patriarkis yang masih kental di 

Sumenep, faktor keluarga yang seringkali tidak mengijinkan atau 

merestui perempuanuntuk terlibat dalam politik, modal atau cost politik 

yang tinggi. Secarakualitas atau peranan, keterwakilan politik 

perempuan pada lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi DPRD 

Sumenep, masih kurang maksimal. Hal itu dikarenakan minimnya 

jumlah anggota dewan perempuan, yang menyebabkan tidak di setiap 
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komisi ada anggota dewan perempuan. Hal tersebut menyebabkan 

banyak persoalan belum terakomodir. Selain itu, tingkkat kehadiran 

anggota DPRD perempuan yang belum maksimal dan kurang 

kompeten, serta kurang berani dan aktif bicara dalam forum. 

Hambatan keterwakilan politik perempuan dalam menjalankan fungsi 

DPRD di Sumenep, adalah Kompetensi anggota legislatif perempuan; 

Keaktifan anggota legislatif perempuan dalam setiapkegiatan; 

Budayapartiarki; Keterbatasan kemampuan fisik.  

  Penelitian kedua dilakukan Indah Devitasari dalam jurnal 

berjudul Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Pembuatan 

Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi 

Selatan bahwa ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu 

pertama :Perda Pengarusutamaan Gender telah disahkan oleh DPRD 

Sulsel pada Januari 2016. Sebelum disahkan, telah berlangsung 

proses pembahasan oleh Pansus Ranperda PUG, dimana hampir 50 

% anggota Pansus adalah perempuan. Anggota Pansus perempuan 

memiliki peran yang cukup besar dan signifikan, mulai dari struktur 

Pansus dan kinerjanya dalam mengawal ranperda PUG dari tahapan 

pengusulan rancangan perda, sidang paripurna, badan legislasi 

hingga dibentuk pansus PUG dan disahkan menjadi perda. Yang 

kedua dari aspek latar belakang organisasi baik dari personal 

background (latar belakang pendidikan), political background (latar 

belakang partai atau organisasi) dan personal branding yang dimana 
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ketiga aspek tersebut mampu menghadirkan peran yang efektif bagi 

anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan ranperda PUG. 

Pengalaman organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

seseorang, baik dalam memahami konteks persoalan, maupun 

menghadapi proses politik. 

  Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang 

digunakan. Penulis pada penelitian ini mencoba mengombinasikan 

variabel-variabel yang sebelumnya digunakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini 

lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan 

dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok 

bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

2.1 Keterwakilan Perempuan 

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas 

dua bentuk yakni: potitics of idea (politik ide) dan  potitics of 

presence (politik kehadiran).  Secara umum, Phillips melihat 

keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk 

politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah 

bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan 

mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang 

diwakilkannya.  

Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan 

adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih 

memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak 

mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, 

parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan 

lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di 

parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan 

aspirasi dari para konstituennya, sebaliknya lebih 
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mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan 

identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini 

secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit 

wakil di parlemen. Latar belakang tersebut memunculkan 

bentuk keterwakilan lain oteh Anne Phillip, yang ia sebut 

sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai 

alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan 

keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi 

kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh 

kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.4 

Keterwakilan Perempuan Menurut Anne Phillips, 

pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan 

kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol 

publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga 

perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas 

(perempuan) dalam lembaga-lembaga negara (Phillips 1998, 

30). Anne Phillips memulai dengan pertanyaan mendasar 

terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, 

“apakah para anggota parlemen yang disusun berdasarkan 

kesamaan parti politik yang dipilih melalui pemilu, mampu 

                                                
4 Anne Phif lips , The Politics of Presence, New York: Oxford University Press 

Inc., 1998, hal. 1 2 
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mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan 

perempuan? Gagasan demokrasi perwakilan dengan 

lembaga perwakilan yang diberikan hak sebagai delegasi hak 

politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen untuk 

selalu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada 

dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan.  

Namun disisi lain, Anne Phillips berpendapat 

rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi 

karena, pertama, faktor struktural yang meliputi sistem 

pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua, adalah faktor 

kultural seperti negative stereotype bahwa perempuan tidak 

mampu atau pantas berkiprah di dunia politik, beban 

pembagian kerja secara seksual yang menunjang stereotype 

negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat 

berperan di dunia publik.  

Ketimpangan yang terjadi di parlemen ini bukan saja 

merugikan perempuan tetapi juga merugikan masyarakat 

secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu 

yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, 

kesehatan, anti kekerasan dan lingkungan bisa menjadi 

kebijakan apabila perempuan terlibat langsung. Diskriminasi 

kebijakan akan terjadi apabila anggota parlemen lakil-aki tidak 

memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut. Untuk 
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mengatasi hal tersebut, harus ada perlakuan khusus 

sementara (affirmative action) untuk menfasilitasi keterlibatan 

perempuan dalam proses politik. Peningkatan keterwakilan 

perempuan di parlemen ini akan meningkatkan rasa percaya 

diri dan antisipasi perempuan dalam politik.5 

 

2.2 Kesetaraan Gender dalam Keterwakilan Politik 

Anggapan masyarakat secara umum 

menunjukkan bahwa gender itu adalah jenis kelamin 

atau seks, sehingga mereka menyebutkan gender itu 

adalah kaum perempuan. Ketika kata gender yang 

terdengar dalam percakapan sehari-hari, seminar 

maupun lain seumpamanya gender adalah perempuan. 

Padahal yang gender itu adalah hasil konstruksi sosial 

yang dikembangkan dari budaya, sehingga gender 

tersebut label yang dipergunakan untuk jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan.  

Mengikuti hasil penelitian Nanda Amalia 

menyatakan bahwa gender sebagai salah satu konsep 

yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan 

laki-laki dan perannya dalam konteks sosial budaya 

                                                
5 Audra Jovani. Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia di Era Digital. hal 
310 
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masyarakat. Dari waktu ke waktu menempati  

posisinya sendiri terlepas dari adanya penerimaan 

maupun penolakan    terhadapnya.    Studi    terhadap    

gender    apakah   yang tersendiri maupun secara 

berkelompok telah dibangun sejak dahulu lagi.  

Dalam lingkup nasional studi tentang gender 

telah meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan. 

Ini dimulai dengan penelitian tentang perbedaan 

gender dengan jenis kelamin maupun penelitian 

tentang peran gender dalam ruang domestik dan 

ruang publik.  Dalam ranah domestik, konsep gender 

mengkaji hubungan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam hubungan rumah tangga, mulai dari 

aspek pernikahan, pengasuhan anak, pewarisan 

sampai persoalan yang muncul terkait dengan struktur 

sosial kemasyarakatan dalam suatu negara maupun 

wilayah. Dalam bidang publik (bidang umum), 

penelitian tentang gender telah berkembang 

sedemikian rupa, yang mempelajari tentang hukum 

maupun qanun- qanun, kesehatan, tenaga kerja, 

ekonomi dan kemiskinan, bahkan penelitian tentang 

politik sekalipun. 
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Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara 

arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk 

perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki 

dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, 

kebijakan publik maupun bidang pembangunan. 

Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan 

antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada 

diskriminasi atau perbedaan.  

Mengikuti pendapat Menteri Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa 

kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, 

penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman 

atas menimpa saudaranya serta senasib dan 

sependeritaan. Kesetaraan gender juga diartikan 

sebuah istilah yang sering diucapkan oleh para 

anggota aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai 

politik bahkan hampir oleh para pejawat negara. Istilah 

kesetaraan gender dalam situasi tertentu didefinisikan 

karena ada unsur ketidakadilan yang dialami oleh para 

kaum perempuan. istilah kesetaraan gender sering 

berhubungan dengan istilah - istilah diskriminasi 

terhadap perempuan, seperti ; subordinasi,terorisme 

dan lain-lain. 
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Persoalan perempuan terkait erat dengan 

masalah  kesetaraan gender, karena persoalan 

kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan 

persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih 

luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang 

merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi 

pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada 

sebuah kesepakatan tentang makna dari kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan. 

Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan hak 

dan kewajiban yang belum jelas menjadi lebih jelas. 

Menurut Riant Nugroho menyatakan bahwa gender 

yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan 

perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, 

sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam 

menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya 

kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak 

ada lagi diskriminasi antara kaum perempuan dengan 

kaum laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki 

berkemampuan yang sama untuk mengakses, 



32 
 
 

berpeluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 

memperoleh manfaat yang setara dan berkeadilan 

untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. 

Secara umum para feminis menghendaki 

kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan 

perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan 

masyarakat. Pada umumnya masyarakat 

berpandangan bahwa feminisme merupakan gerakan 

oposisi terhadap peran kaum laki- laki. Selain itu 

gerakan ini juga melakukan perlawanan kaum 

perempuan terhadap kodratnya. Dengan 

kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak 

saja kurang menemukan tempat dikalangan kaum 

perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak 

diterima oleh masyarakat. 

Menurut United Nations Development Program 

(UNDP) dalam Supartiningsih bahwa kesetaraan 

gender diidealkan dengan kesetaraan yang 

berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep 

kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 

kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak 

berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh 
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tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik 

yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak 

mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi 

dampak pada kemampuan antara laki-laki dan 

perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden 

Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan 

bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi 

baik untuk kaum laki- laki maupun perempuan dalam 

memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi 

dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 

keamanan Negara serta kesamaan dalam 

memperoleh hasil-hasil pembangunan.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A dan Fidhia Aruni, S.I.Kom (2016), Gender dan Politik, 
Keterwakilan wanita dalam politik. Unimali Press, Lhokseumawe, Halaman 5- 16 
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2.5 Skema Kerangka Pemikiran 
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